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NOMOR 1 TAHUN 2013
 

TENTANG
 

PEMBENTUKAN KOTA TERPADU MANDIRI
 
WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
 

BUPATI WAY KANAN,
 

Menimbang a. bahwa penyelenggaraan KTM Way Tuba di 
Kabupaten Way Kanan bertujuan untuk 
meningkatkan taraf hidup transmigran dan 
masyarakat sekitarnya, pemerataan pertumbuhan 
penduduk serta pembangunan daerah dan untuk 
mendorong kemajuan daerah transmigrasi menjadi 
kawasan yang berdaya saing serta peluang 
investasi dan mampu meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi kawasan transmigrasi dan dalam rangka 
penataan kawasan yang lebih baik sesuai dengan 
prinsip penataan ruang dan wilayah Kabupaten 
Way Kanan perlu di bentuk Kota Terpadu Mandiri 
(KTM); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pembentukkan Kota 
Terpadu Mandiri Way Tuba Kabupaten Way Kanan; 

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3682) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5050); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pernbentukan Kabupaten Daerah tingkat II Way 
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3825); 

4.Undang..... 



4.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak 
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

6.	 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

8.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukkan Perundang-Undangan (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3800); 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

13.Peraturan ..... 



13.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

14.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

15.	 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833); 

16.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way 
Kanan Nomor 122); 

17.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas 
Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way 
Kanan Nomor 124); 

18.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 136); 

19.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPcJMD) Kabupaten Way 
Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way 
Kanan Nomor 139); 

20.	 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 
2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Nomor 141); 

Memperhatikan..... 



Memperhatikan 1.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua 
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

2.	 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor KEP.293jMENjIXj2009 tentang Penetapan 
Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan 
Transmigrasi; 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 
KABUPATEN WAY KANAN
 

Dan 

BUPATI WAY KANAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA 
TERPADU MANDIRI WAY TUBA KABUPATEN WAY 
KANAN 

BAB I
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan	 Daerah ini yang di maksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Kabupaten Way Kanan. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan. 

3.	 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

4.	 Bupati adalah Bupati Way Kanan. 

5.	 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Way Kanan. 

6.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan. 

7.	 Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan transmigrasi. 

8.	 Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan 
transmigrasi dan lokasi permukiman transmigrasi. 

9.Lokasi ..... 



9.	 Lokasi Pemukiman Transmigrasi adalah lokasi potensia1 yang 
ditetapkan sebagai pemukiman transmigrasi untuk mendukung pusat 
pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang 
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 

10.	 Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan adalah 
pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi 
sekarang, tanpa meninggalkan degradasi lingkungan untuk generasi 
sekarang yang akan datang. 

11.	 Wilayah Pengembangan Transmigrasi Way Tuba, yang selanjutnya 
dapat disingkat WPT Way Tuba adalah wilayah potensi yang ditetapkan 
sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan 
pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi dan Kabupaterr/Kota. 

12.	 Kota adalah suatu kawasan pusat kegiatan masyarakat yang terdiri 
dari pemukiman, perdagangan, perkantoran, industri, pendidikan, 
pe1ayanan umum dan sarana trasportasi serta untuk menyatukan visi 
tentang kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan 
memenuhi fungsi-fungsi perkotaan. Sehingga program transmigrasi 
kedepan diharapkan secara psikologis mempunyai dampak positif 
untuk menarik minat kaum muda transmigrasi, sekaligus mengurangi 
terjadinya perpindahan penduduk yang terarah ke kota-kota besar 
(deurbanisasi) serta sebagai kota penyangga dalam konteks 
pembangunan perwilayahan. 

13.	 Kota Terpadu Mandiri Way Tuba, yang selanjutnya dapat disingkat 
KTM Way Tuba adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan 
pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang 
mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam 
yang berke1anjutan. 

14.	 Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat berdasarkan asa1 usu1 dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

15.	 Kawasan ada1ah suatu wilayah dengan fungsi utama lindung atau 
budidaya. 

16.	 Satuan Pengawasan Pengembangan yang selanjutnya disebut SKP 
adalah kumpulan satuan pemukiman transmigrasi dan Kampung 
sekitar yang terhubungkan oleh jaringan transportasi dan memiliki 
kampung utama sebagai pusat kegiatan dari satuan kawasan 
pengembangan. 

17.	 Unit Pemukiman Transmigrasi yang selanjutnya dapat disingkat UPT 
ada1ah suatu kawasan penggunaan lahan yang bertujuan untuk 
pengembangan usaha transmigrasi dimana lahan tersebut mempunyai 
kepastian 1etak, 1uas serta batas-batas secara fisik di 1apangan. 

BAB	 11..... 



BAB II
 
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
 

Pasa12 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kawasan KTM Way Tuba Kabupaten 
Way Kanan sebagai wilayah pembangunan dan pengembangan kota 
terpadu mandiri. 

Pasa13 

(1)	 Kawasan pemukiman KTM Way Tuba Kabupaten Way Kanan meliputi : 
a.	 Desa / Kampung Tanjung Raja Sakti, Keeamatan 81ambangan 

Umpu; 
b.	 Desa / Kampung Tanjung Raja Giham, Keeamatan Blambangan 

Umpu; 
e.	 Unit Permukiman Transmigrasi Keeamatan Way Tuba; 
d.	 Desa / Kampung Tanjung Raja Sakti Keeamatan Way Tuba; 
e.	 Desa / Kampung Tanjung Raja Giham Keeamatan Way Tuba; 
f.	 Desa / Kampung Say Umpu Keeamatan Way Tuba; 
g.	 Desa / Kampung Beringin Jaya Keeamatan Way Tuba; 
h.	 Desa / Kampung Suma Mukti Keeamatan Way Tuba; 
1.	 Desa / Kampung Ramsai Keeamatan Way Tuba; 
J.	 Desa / Kampung Bandar Sari Keeamatan Way Tuba; 
k.	 Desa / Kampung Bumi Dana Keeamatan Way Tuba; 
1.	 Desa / Kampung Bukit Gemuruh Keeamatan Way Tuba; 
m.	 Desa / Kampung Way Menear Keeamatan Way Tuba; 
n.	 Desa / Kampung Way Pisang dan Keeamatan Way Tuba; 
o.	 Desa / Kampung Bukit Harapan. Keeamatan Way Tuba. 

(2)	 Kawasan pemukiman KTM Way Tuba sebagaimana dimaksud ayat (1) 
didukung juga oleh Kampung / Keeamatan sekitar kawasan. 

(3)	 Luas KTM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BABIII
 
TUJUAN DAN SASARAN
 

Pasa14 

Pembangunan dan Pengembangan KTM Way Tuba Kabupaten bertujuan: 
a.	 mengoptimalkan potensi sumber daya alam; 
b.	 mempereepat tumbuhnya pusat pertumbuhan baru (daerah eepat 

tumbuh); 
e.	 membuka peluang usaha dan kesempatan kerja; 
d.	 menarik investor; 
e.	 meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi 

dan kampung sekitarnya; dan 
f.	 sebagai pusat riset, agrobisnis dan agrowisata. 

Pasa15 ..... 



Pasa15 

Sasaran pembangunan KTM Way Tuba Kabupaten Way Kanan adalah : 
a. peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan 

lingkungan; 
b. peningkatan jaringan infrastruktur; 
c. peningkatan investasi budi daya dan industri pertanian, jasa dan 

perdagangan; 
d. perluasan kesempatan kerja; 
e. peningkatan pelayanan sosial; 
f.	 peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan 
g.	 peningkatan pendapatan para transmigrasi dan penduduk sekitar. 

BABIV 
PENDEKATAN PEMBANGUNAN KTM 

Pasal6 

Pembangunan KTM dilaksanakan melalui pendekatan Wilayah 
Pengembangan Transrnigrasi (WPT) meliputi : 
a.	 kawasan pengembangan pemukiman transmigrasi dan permukiman 

transmigrasi yang masih dalam pembinaan; 
b.	 pemukiman transmigrasi baru; 
c.	 calon pemukiman transmigrasi; dan 
d.	 kampung sekitar. 

Pasa17 

(1)	 Dalam pengembangan KTM Way Tuba dilaksanakan penyusunan 
rencana induk (master plan) sebagai dasar pengembangan kawasan. 

(2)	 Penyusunan rencana induk (Master Plan) dilakukan Pemerintah 
Daerah dengan persetujuan DPRD. 

(3)	 Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan 
mempertimbangkan arahan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah. 

(4)	 Rencana induk (master plan) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
uraikan dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 

Pasa18 

KTM Way Tuba Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada 
pasal 2 dimaksudkan untuk memberdayakan para transmigran dan 
penduduk kampung sekitar. 

BAB	 v ..... 



BABV
 
PENYEDlAAN TANAH
 

Pasa19 

(1) Pemerintah Daerah menyediakan tanah kawasan pengembangan KTM 
(2) Tanah yang termasuk dalam kawasan pengembangan KTM berasal dari : 

a. tanah negara bebas; 
b. tanah berasal dari Hak Pengolahan Lahan (HPL) transmigrasi; dan 
c. tanah penduduk setempat. 

BABVI
 
STRUKTUR KAWASAN
 

Pasal10 

(1) Struktur KTM Way Tuba Kabupaten Way Kanan di kelompokkan dalam 
zona: 
a. pemukiman; 
b. bisnis; 
c. pemerintahan dan pelayanan jasa perdagangan; dan 
d. pusat pembenihan dan pembibitan palawija, kelapa sawit dan karet. 

(2) Penetapan zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuikan 
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

BAB VII
 
PENGELOLAAN
 

Pasal11 

(1)	 Pengelolaan kawasan KTM Way Tuba dilakukan oleh Kelompok Kerja 
dan Badan PelaksanajPengelola Pembangunan dan Pengembangan 
Kawasan. 

(2)	 Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas melaksanakan koordinasi, integrasi dan singkronisasi dalam 
proses perencanaan, pemprograman, pelaksanaan dan pengendalian. 

(3)	 Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Kelompok Kerja 
Provinsi dan Kelompok Kerja Pusat. 

(4)	 Struktur organisasi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari: 

a. Pengarah	 Bupati 
b. Pembina	 Sekretaris Daerah 
c.	 Ketua Kelompok Kerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

d.	 Sekretaris Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

e.anggota..... 



e.	 Anggota Kepala Dinas j Kantor j Badan dan lintas 
sektor terkait beserta jajarannya di 
daerah. 

(5)	 Badan PelaksanajPengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas: 

a.	 penyelenggara koordinasi pembangunan dan pengembangan 
kawasan KTM, meliputi bidang-bidang penataan ruang, 
pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan dan 
pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia serta keserasian lingkungan; 

b.	 pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan dan 
pengembangan kawasan KTM, meliputi bidang-bidang penataan 
ruang, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan dan 
pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia serta keserasian lingkungan; 

c.	 penyusunan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi 
koordinasi pembangunan dan pengembangan kawasan KTM, 
meliputi bidang-bidang penataan ruang, pembangunan sarana dan 
prasarana, pengembangan dan pengelolaan agribisnis, kelembagaan 
dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta keserasian 
lingkungan, termasuk pengusulanj skala prioritas pembangunan di 
kawasan KTM (need assessment) kepada sector terkait melalui 
Bupati; 

d.	 Pelaksanaan fasilitas terhadap para pemangku kepentingan 
(stakeholders) meliputi kegiatan pelayanan, kerjasama, investasi, 
perizinan, advokasi, mediasi, inisiasi, informasi dan promosi, forum 
aspirasi, khususnya dalam pembangunan usaha agribisnis; 

e.	 pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah untuk 
pembangunan, baik yang dilakukan oleh pihak 
pemerintahjpemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat. 

f.	 pengaturan dan pengurusan rumah tangga organisasi pengelolaan 
kawasan KTM yang meliputi administrasi, keuangan dan 
kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara 
berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan 
Menteri terkait; dan 

g.	 penyusunan laporan berkala dan laporan tahunan hasil kegiatan 
organisasi pengelola kawasan KTM sesuai tugas pokok dan 
fungsinya yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. 

(6)	 Kelompok Kerja dan Badan PelaksanajPengelola sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB VIII. ....
 



t". Anggota	 Kepaia Dinaa/Kantc-ylredar; dan lintas 
sektor terkait bescrta J3Jarannya di 
dae-ah. 

(5)	 Badan Pclaksanay Pcngclola sebagairnana dimaksud pacta ayat (1) 
mempunyui rugae: 

a.	 penvelenggara koordinasi pembangunan dan perigembarigan 
kawasun KTtvI, mclipuu bideng-bidang penataan ruang, 
pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan dan 
pengelolaan agr-ibiunia, kclernbagaan dan pernngkatari kapasitas 
surnber dava mar-usia serta keserasian lirigk'ungan , 

b.	 pelaksanaan monitoring dan evaluasi pcmbangunan dan 
pe ngernbo.ngnn kawa san KTM, me-liput.i bidarig-biclang penataan 
runng, pernbang'urran sur-ana dan prasuranu , pe-rigembarigan dan 
pengeloiaan agribisn:s. kclembagaa n dan pcningkatan kapasitas 
s urnber daya merruaia scr-to kcscrasian lingkuugun ; 

c.	 penyusunar, re komcndasi alas hasil monitoring dan evaiuasi 
koordinasi pembangunan dan pcngembangan kawasan KTM, 
meliputi bida ng-bidarig pcnataan r-ua ng. pembarigunan sa-ana dan 
prasarana, pengembangan dan pengclolaan agribisrus. kelembagaan 
dan perringkatan kapersitas surnbcr dava manusia serta keserasian 
Iingkungan, terrnasuk perigusulanyskala prior.ta s pembangunan di 
kawasan KTM {need assessment) kcpada sector terkait melalui 
Bupati: 

d	 Pelaksanaan fas ilitas tr-rhadap para pe marigku kcpc nt.nuan 
(stakeholders) mcliputi kegiaten pelayan.an , kerjaaama, investa si . 
perizinan. advokusi, mcdiasi. inisiasi. infer-mas: dan promosi. forum 
aspirasi, khususnya daJam pembanguncn usaha agribisnis ; 

e.	 pengawasan dan pcngcndnlian pernanfaatan (an ah uruuk 
pembangunan, baik yang dilakukan oleh pihak 
pemer-inrah ypemcr-intah ducr'ah. pibak swasta maupun ruasyarakat. 

f.	 pe ngaturan dan pengurusan rumah tangga crganisas: pengelolaan 
kawasan hTM yang meliputi udminisu-csi, keuangan dan 
kcpcgawcicn, monitoring, cval.rasi dan pclaporan kinerja secara 
berkala kepada Bupati dengan ternbusan kepada Gubernur dan 
Menteri ter'kait; dan 

g.	 PCI1}'USl...1llsn Iaporan bet-kala dan Iaporan tah.mon haail kegia tan 
organisasi pertgelola kawasan KTM SCSUal tugas pokok dan 
.ungsinva yang dapat diakses olch para pemangku kepc-n tiriguri. 

{6)	 Kelompok Kerja dan Badan Pelaksana /Pengelo!a sebagaimaria 
dimaksud pada ayet (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupau. 

B.I\8	 VIIL ... 



BAB VIII
 
PENGEMBANGAN USAHA DARl MASYARAKAT
 

Pasal12
 

\ 1)	 Pemetint.ah Daerah mcngcrnbangkan usaha rnasyarakat KTM 
sebagaimana climaksud pada Pasal 2 . 

(2)	 Pcngcmbangcr, usaha musvarakat sccagaunana dirnaksud dalam avat 
(II ditekankan pacta: ~ ~ 
a.	 pengcmbangan agribisnis dan argoirrduatr! dar-i hulu sampai hilir-; 

b.	 pengembarigan btrdidaya pertarrian dan non pertanian yang saling 
rr.cngumungka»: 

c.	 oengembangen jar-ingan i ran sportasi dan inrormasi; dun 

d.	 perigemba.ngan s.arana dan prasarana pendiclikan, ke sehatan, 
ekonomi dan sosial budaya. 

(3)	 Pengcmbangan usal-.a masyarakat sebagaimana dimaksud d alam avat 
(1) dan ayat (2) bekerjaaama de-ngan baclan u aaha dan rnvliba ckan 
purusipas: rnasyarakat. 

(4)	 Perjanjia n d811 rnekanisrne kerjcearna dcngai r Balian Usaha dan 
Par'tiaipaei sebagairnaria dimaksud daln m ayat (3) lebih lanjut diatur 
olch Bupa-i dengan rnernberitahukan kepada DPRD 

BABlX
 
MONITORING DAN EVALUASl
 

Pasal13
 

(1)	 Pemerirrtah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi ter-hadap 
kcgiatan pciaksanaan pcmuangunan 1\1'1\11 \"I1/[3}' Tuba dalarn kawasun 
transrnigr-aai dan diluar kawaxan transmigrasi. 

(2)	 Monitoring dan cvaiuasi sebagaima na dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan paling ku r-ang 1 (so tu] kali dalam setah uri cleh kelompok 
kerja. 

(3)	 Evalua.si tcr-hadup rencuna Induk (Master Plans KTM Way Tuba 
dilakukan paling cepat 5 (lima) tahun sekali. 

BABX
 
DUKUNGAN DANA
 

Pasal 14 

( 1)	 Dana pengernbangan KT:vl eccagatmana dimaksud dalam pasa! 2 
beru sa! dat-i Pcmcr-in rah , Pemerintuh Provin ai , Pernerintah Kabupaten 
dan Badan Usaha. 

(2)	 Sele.in pcndanaan sebagaimana dimaksud avat (1) dapat berasc: dari 
sumbcr lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketent.uan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

(3)t(elC:DtUan 
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PENJELASAN ATAS
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 

NOMOR 1 TAHUN 2013
 

TENTANG
 

KOTA TERPADU MANDIRI WAY TUBA
 
KABUPATEN WAY KANAN
 

I. UMUM 

Bahwa dengan ber-Iaktmva undang-undang Nomor 32 T'ah un 200'-1 
terrtang Pemerintahan Daerah , maka oemer-in tah daernh diberi 
kewenarigan pcnvctcnggara.m pcmerintahar; secara efesiensi dan 
efektif dengan mcrnper'hatikan kemarnpuan dan sum ber clava yang 
ada salah satunva adalah melaksanakan revitalisasi pengembangan 
kawasan tran srnigrnai yang sudah ada scrta reorientasi 
pcmbangunan dikawasan-kawasan transmicrasi yang btu-u, 
pernbarigunan tr-e namigras! yang semula dit uj ukun untuk mcnjawab 
pcrsoalari-persoalan dernografis. diperkava orien tasinva kearah 
percepatan pembangunan daerah melalui periingkatan perturnbu hnn 
ekonorui kawaaan transurigraai. scda ngkan dtkawasen tran srnigr'as i 
yang s.udah ada dilakukan pcnataan ckonorni, sosia l dan ruang agar 
pcr-tumbuhannya da pat lebih ccpat dun terarah, realitas sela ma ini 
menunjukan bahwa kawaean tr-ansrnigr-a si tc-lah menci ptakan pusat
pusat pcrtumbuhan jauh yang mampu mcndorong percepatan 
pertumbuhan ekonomi wilavah sccaru signi.~'ikan 

Konsep pende.catan yang direrapkar- dalam revicalisas! dan 
rcorientasi ini adalah pembangunan sert.a pengembangan kawasan 
transmig:asi rnenuju rer ben ruknva pi.rs.at-puem pcrtumbuh an yang 
mcmpunyai fungsi perkotaan dan sclanjurnva disebur Kota Terpadu 
Mandin, yang be-tujuan: 

1.	 Menciptakari se nt ra agrobiani s dan agroindustn yang mampu 
menarik investasi swaata untuk menumbuh kembarigkan kegiatun 
ekonomi transmigran dan penduduk se kitar , serta rnem auka 
peluarig u saha dun kcscrnpa tan kerja. 

2.	 Meningkatkan pe ndapatan dan ',{,ese.iahteraan transmigran dan 
pcnduduk sekitar 

3.	 l\kningkutkan kcrnudahan transmigran dan pcnduduk sckitar 
unruk memenuhi. berbogei kcbutuhan dase r 

Scbagar tiridnk Ianj ut dari program pengerr,b,angan. ka~va:8.,? 
rran srniarasi tersebut agar penyclengaraannya caput Iebih be rda; a 
gunu da~l berhasil guna, make perle diat~r pengemb~ng~n ~.a~\'asan 
trnn srnigrasi rnenjadi KoLa Terpadu Ma.ndlfl seauat d~ngan J~\'I:a\.d~n 
semanga: sertu kelc:ltual1 yang ditetapknn delarn Peraruran 

Perundang-Undr-..ngan. 

II.	 PASAL 



[I. PASAL OEMl PASAL 

Pasal 1
 
cuk up jelas
 

Pasal2
 
cukup jclas
 

Pasal 3
 
cukup jelas, 

Posa1 4
 
a.	 yang dimukaud kan dengan mcngoptirualkan potensi 

sumber daya a.am adalah pcmanfaatan poten si yang 
terkandung dicta lam Bumi (ranah), Air, dan Dirgantara 
[Udara] , secara te-pat guna. bcrciaya gUlld. dan berhastl 
gW13. 

Pasal 5
 
cukup jclas 

Pasal 6
 
CUk:1P jelas 

Pasal 7
 
cukup jelus 

Pasa1 8
 
cukup jclas 

P8s;-'l1 CI 

cukup jclas
 
Pasal 10
 

cukup jelae
 

cukup jelas
 

cukup jclas
 

cukup jeIns
 

cukup jelas
 

cukup jelas
 
J'asal 1\)
 

cukup jelas
 

Pasal II
 

Pasal 12
 

Pasal 13
 

Pasal 14
 

Pasal 15
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